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Penelitian ini mendeskripsikan upaya kebijakan dan strategi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 
untuk menigkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, karena pada 
tahun 2019 mendapatkan nilai 89,34 % dengan yang dikategorikan Baik. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif karena untuk dapat mengkaji lebih dalam pokok permasalahan dan informasi terkait. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data skunder.  Data primer didapat berdasarkan wawancara mendalam 
dan observasi langsung di lapangan. Data Sekunder didapatkan melalui referensi jurnal, buku dan peraturan.  
Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian upaya kebijakan dan 
strategi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilakukan yaitu Upaya menyusun dan menetapkan 
Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan, Upaya meyusun dan menetapkan manual teknis kearsipan, Upaya 
Pengelolaan Arsip Dinamis; dan Upaya Pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi.  
Kata kunci : Penyelenggaraan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Arsip Dinamis  
ABSTRACT 
This research describes the policy and strategy efforts of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia 
(MKRI) to improve the quality of archival administration based on the results of archival supervision, because 
in 2019 it received a score of 89.34% which was categorized as Good. This study uses a qualitative method 
because it is able to examine more deeply the subject matter and related information. The data sources used are 
primary data and secondary data. Primary data obtained based on in-depth interviews and direct observations 
in the field. Secondary data is obtained through reference journals, books and regulations. The type of research 
used is a case study. The results of research on policy efforts and strategies of the Constitutional Court of the 
Republic of Indonesia, namely efforts to formulate and establish an archival management policy, efforts to 
compile and establish technical manuals for archiving, dynamic archive management efforts; and Information 
Technology-based Archives Management Efforts. 





Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu 
lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan peradilan. Selanjutnya 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 
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a. menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga 
negara kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
c. memutuskan pembubaran partai politik;dan 
d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum.  
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana 
disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A 
UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan 
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 
MKRI sebagai lembaga negara peradilan, 
dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 
tentang Kearsipan, MKRI juga sebagai pencipta 
arsip. UU 43/2009 tentang Kearsipan menyebutkan 
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai 
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, 
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan 
arsip dinamis. UU 43/2009 tentang Kearsipan Pasal 
9 menyebutkan pengelolaan arsip dinamis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab pencipta arsip.  
Sebagai pencipta arsip, MKRI menjadi 
bagian penyelenggaraan kearsipan sehingga 
berkomitmen untuk mendukung tujuan 
penyelenggaraan kearsipan, Pasal 3 UU 43/2009 
menyebutkan penyelenggaraan kearsipan bertujuan 
untuk : 
a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang 
dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan 
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
dan perseorangan, serta ANRI sebagai 
penyelenggara kearsipan nasional; 
b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan 
terpercaya sebagai alat bukti yang sah; 
c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang 
andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. menjamin pelindungan kepentingan negara dan 
hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan 
dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 
terpercaya; 
e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan 
nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif 
dan terpadu; 
f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip 
sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 
g. menjamin keselamatan aset nasional dalam 
bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, 
pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan 
jati diri bangsa; dan 
h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang 
autentik dan terpercaya. 
Undang-Undang 43 tahun 2009 Pasal 5 
menyebutkan ruang lingkup penyelenggaraan 
kearsipan meliputi keseluruhan penetapan 
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang 
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan 
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sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undang.   
Pengelolaan arsip dalam konteks   
penyelenggaraan kearsipan sebagaimana disebutkan 
di atas dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip 
statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung 
jawab pencipta arsip yang dilakukan terhadap arsip 
aktif (arsip umum, arsip vital, arsip terjaga) dan 
arsip inaktif melalui kegiatan penciptaan, 
pemeliharaan dan penggunaan, penyusutan arsip. 
Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab 
lembaga kearsipan yang dilakukan terhadap arsip 
yang memiliki nilai kesejarahan (historical value), 
melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, 
dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis di 
lingkungan pencipta arsip dilaksanakan untuk 
menjamin ketersediaan arsip dalam 
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah 
berdasarkan suatu sistem yang memenuhi 
persyaratan, yaitu andal, sistematis, utuh, 
menyeluruh, dan sesuai dengan Norma, Standar, 
Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Oleh karena itu, 
pengelolaan arsip dinamis (records management) di 
lingkungan pencipta arsip harus dilakukan secara 
komprehensif yang dimulai dari kegiatan penciptaan 
arsip (records creation), penggunaan dan 
pemeliharaan arsip (records use and maintenance) 
serta penyusutan arsip (records disposal). 
Pengelolaan arsip dinamis pada lembaga 
negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi 
negeri, serta BUMN dan/atau BUMD dilaksanakan 
dalam suatu sistem kearsipan nasional. Untuk 
mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif 
dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah 
dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta 
sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pejabat 
atau orang yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan arsip dinamis wajib menjaga 
keautentikan, keutuhan, keamanan,dankeselamatan 
arsip yang dikelolanya. 
MKRI sebagai lembaga pencipta arsip 
bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis 
arsip bertanggungjawab dalam pengelolaan arsip 
dinamis  untuk menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik dan reliabel dalam berbagai bentuk dan 
media sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat 
bukti yang sah, sehingga MK dapat melaksanakan 
fungsi dan tugas organisasi sesuai dengan mandat 
yang diemban. 
Dalam rangka melaksanakan program 
penyelenggaraan kearsipan MK membentuk unit 
kearsipan. UU 43/2009 tentang Kearsipan pasal 17 
menyebutkan Unit Kearsipan pada pencipta arsip 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
memiliki fungsi : 
a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di 
lingkungannya; 
b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi 
informasi; 
c. pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; 
d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta 
arsip kepada lembaga kearsipan; dan 
e. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka 
penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya; 
kemudian pada pasal 17 ayat 3 menyebutkan unit 
kearsipan pada lembaga negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas : 
a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit 
pengolah lingkungannya; 
b. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi 
informasi dalam kerangka SKN dan SIKN; 
c. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan 
lembaganya; 
d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh 
pimpinan pencipta arsip kepada ANRI; 
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e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam 
rangka penyelenggaraan kearsipan di 
lingkungannya; 
 Mahkamah Konstitusi melalui Unit 
Kearsipan melaksanakan program-program 
kearsipan untuk meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan kearsipan. Menurut Yatimah 
(2009), agar tujuan penyelenggaraan kearsipan 
kearsipan dapat tercapai, tentunya perlu tindakan 
serius. Tindakan tersebut di antaranya sebagai 
berikut : 
1. menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan 
dengan sebaik-baiknya; 
2. berusaha melengkapi peralatan/sarana yang 
diperlukan; 
3. menyiapkan tenaga-tenaga dibidang kearsipan 
melalui pendidikan dan latihan beruba penataran, 
kursus; 
4. memberikan imbalan dan penghargaan kepada 
para petugas dibidang kearsipan.  
Menurut Sugiarto, Agus dan Teguh 
Wahyono (2005) pengelolaan arsip yang baik 
berperan penting dalam aktivitas organisasi, yaitu 
sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan 
organisasi, yang dapat bermanfaat untuk bahan 
penelitian, pengambilan keputusan, atau penyusunan 
program pengembangan dari organisasi yang 
bersangkutan dianggap berguna atau tidak bagi 
suatu organisasi. Kemudian arsip sebagagai 
rekaman informasi, memiliki peran penting sebagai 
alat utama ingatan organisasi, bahan atau alat 
pembuktian, bahan pertimbangan pengambilan 
keputusan, barometer kegiatan dalam organisasi, 
hingga bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. 
Salah satu intrumen pengukuran kualitas 
penyelenggaraan kearsipan adalah hasil Laporan 
Hasil Pengawasan Kearsipan (LHPKN). Menurut 
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan 
Kearsipan menyebutkan Pengawasan Kearsipan 
adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian 
antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan 
penyelenggaraan kearsipan. PerANRI 6/2019 Pasal 
5 menyebutkan pengawasan sistem kearsipan 
eksternal dilaksanakan oleh : 
a. ANRI terhadap: 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Kementerian, badan, lembaga, TNI/POLRI, 
komisi dan BUMN; 
2) Pemerintah Daerah provinsi;dan 
3) Perguruan Tinggi Negeri. 
b. Pemerintah daerah provinsi terhadap: 
1) pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 
2) BUMD tingkat provinsi;dan 
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap 
BUMD tingkat kabupaten/kota dan BUMDes 
 Selanjutnya pasal 6 menyebutkan aspek 
penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan 
eksternal yang dilakukan ANRI sebagaimana 
dimaksud Pasal 5 angka 1 meliputi : 
a. kebijakan; 
b. pembinaan; 
c. pengelolaan arsip dinamis yang meliputi 
penciptaan arsip, penggunaan arsip, 
pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;dan 
d. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber 
daya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, 
prasarana dan sarana serta pendanaan.  
Mengacu kepada PerANRI 6 Tahun 2019, 
Indikator penilaian dari kualitas penyelenggaraan 
kearsipan yang diawasi ANRI mencakup beberapa 
aspek, di antaranya. 
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1. Aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-
undang bidang kearsipan dalam penetapan 
kebijakan kearsipan, yaitu pengujian dan 
verifikasi terhadap kebijakan kearsipan yang 
diberlakukan. 
2. Aspek program kearsipan, yaitu pengujian dan 
verifikasi terhadap program kearsipan yang 
dilaksanakan di lingkungan pemerintah. 
3. Aspek pengolahan arsip inaktif, yaitu pengujian 
dan verifikasi terhadap kegiatan ketertiban 
pelaksanaan penyusutan arsip, mulai dari 
kegiatan pemindahan, pemusnahan, dan 
penyerahan arsip statis. 
4. Aspek Penyusutan arsip, yaitu pengujian dan 
verifikasi terhadap kegiatan ketertiban 
pelaksanaan penyusutan arsip, mulai dari 
kegiatan pemindahan, pemusnahan dan 
penyerahan arsip statis. 
5. Aspek Sumber Daya Manusia Kearsipan, yaitu 
pengujian dan verifikasi terhadap pejabat 
struktural, arsiparis, dan pengelola arsip atas 
tanggung jawab, kedudukan hukum, 
kewenangan dan kompetensi. 
6. Aspek kelembagaan, yaitu pengujian dan 
verifikasi terhadap pembentukan lembaga 
kearsipan dan unit kearsipan, tingkat 
eselonering, fungsi dan tugas, serta pembinaan 
kearsipan. 
7. Aspek prasarana dan sarana kearsipan, yaitu 
pengujian dan verifikasi terhadap prasarana dan 
sarana kearsipan yang digunakan dalam 
pengelolaan arsip.  
Adapun program pengawasan 
penyelenggaraan kearsipan yang dijalankan melalui 
tiga tahapan, yaitu tahap audit, monitoring dan 
penilaian. Menurut Simanjutnak (2016) Audit 
merupakan pemeriksaan yang sistematis dan 
idepedensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan 
hasil sesuai dengan pengaturan yang telah 
direncanakan dan apakah pengaturan tersebut 
diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan 
tujuan.  
Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan pada 
tahun 2019 yang dilakukan oleh Arsip Nasional RI, 
Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai 89,34 % 
dengan yang dikategorikan Baik. Hal menarik pada 
tahun 2016 sampai 2018 Mahkamah Konstitusi 
tidak mendapatkan penilaian dari hasil Pengawasan 
Kearsipan. Sehingga disimpulkan adanya upaya-
upaya serius yang dilakukan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dalam perbaikan 
Penyelenggaraan Kearsipan. 
Berdasarkan permasalahan diatas, sangat 
menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai 
upaya apa saja yang dilakukan serta bagaimana 
kebijakan dan strategi Mahkamah Konstitusi dalam 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan. 
Sedangkan untuk lokus lebih mendalam yaitu Unit 
Kearsipan Mahkamah Konstitusi. 
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena 
hasil penelitian akan menjadi contoh baik (best 
practice) bagi organisasi lain menerapkan upaya 
kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 





  Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif karena untuk dapat mengkaji lebih dalam 
pokok permasalahan dan informasi terkait. Sumber 
data yang digunakan adalah data primer dan data 
skunder.  Data primer didapat berdasarkan 
wawancara mendalam dan observasi langsung di 
lapangan. Data Sekunder didapatkan melalui 
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referensi jurnal, buku dan peraturan.  Sedangkan 
untuk jenis penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus, menurut Komariah dan Satori (2009) dalam 
Nurtanzila, L dan Nurpita (2018) penelitian studi 
kasus adalah meneliti dengan apa yang terjadi 
ditempat dan waktu tertentu dengan mencari 
kontekstual tentang setting kasus tersebut dengan 
mengumpulkan materi yang banyak dengan sumber-
sumber informasi yang jelas untuk mendapatkan 
gambaran kasus yang detail. Metode yang 
digunakan dalam menjelaskan hasil penelitian ini 
adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena 
hasil dari penelitian ini dapat gambaran secara 
menyeluruh.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Profil Unit Kearsipan Mahkamah Konstitusi 
 
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga 
tinggi negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia 
yang memegang kekuasaan kehakiman bersama 
dengan Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-
Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1, Mahkamah 
Konstitusi adalah salah salah satu lembaga negara 
yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk 
penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum 
dan keadilan. 
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah 
Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide 
Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam 
amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 
ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang 
Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan 
pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan 
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan 
modern yang muncul di abad ke-20. 
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 
1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan 
Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan 
Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK 
untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III 
Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan 
Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat 
Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah 
Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, 
DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama 
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh 
Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).Dua 
hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, 
Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M 
Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya 
yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah 
jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada 
tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK 
selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke 
MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai 
mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu 
cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan 
UUD 1945. 
Dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan 
kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaran 
peradilan, penegakan hukum dan keadilan, fungsi 
administrasi dan kearsipan memegang peranan 
penting dalam mewujudkan visi dan misi 
Mahkamah Konstitusi.  
 Mengacu kepada Peraturan Sekretaris 
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 
2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan dan Sekretris Jenderal Mahkamah 
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Konstitusi Republik Indonesia, fungsi administrasi 
dan kearsipan berada di bawah Biro Umum yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, 
perlengkapan serta penatausahaan barang milik 
negara mempunyai fungsi: 
a. pengelolaan rumah tangga, arsip dan ekspedisi;  
b. pelaksanaan pengamanan; dan  
c. barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan 
penatausahaan barang milik negara. 
Adapun unit yang secara khusus menangani 
kearsipan berada di Bagian Rumah Tangga, Arsip, 
dan Ekspedisi mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan rumah tangga, serta arsip dan ekspedisi. 
Sebagai unit yang mengelola kearsipan di 
Mahkamah Konstitusi, Subbagian Rumah Tangga, 
Arsip, dan Ekspedisi juga berfungsi sebagai unit 
kearsipan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala 
ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara, 
Unit kearsipan di lembaga negara secara struktural 
berada di sekretariat jenderal atau sekretariat 
kementerian atau sekretariat utama/sebutan lain 
yang sejenis untuk unit kerja yang memiliki fungsi 
dan tugas kesekretariatan.  
Untuk memudahkan pengelolaan arsip 
sebagai sumber informasi, mempercepat penemuan 
kembali arsip dan mengefektifkan pekerjaan 
kearsipan, unit kearsipan bekerja sama dengan tim 
IT dari PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi 
MK seperti Aplikasi SIPA dan E-Minutasi. Aplikasi 
SIPA adalah sistem informasi pengelolaan arsip  
untuk arsip-arsip penting yang tidak ada fiturnya 
dalam SIKD, seperti personal file, arsip-arsip inaktif 
yang tercipta sebelum penerapan SIKD pada tahun 
2017. Terkait dengan e-minutasi, aplikasi tersebut 
digunakan MK untuk mengawal rekam jejak sebuah 
perkara yang diajukan dan disidangkan oleh MK. 
Tujuan penggunaan e-minutasi tersebut untuk 
mengatasi permasalahan kehilangan berkas perkara 
yang diajukan para Pemohon di MK.  
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan arsipnya, MK bekerja sama dengan 
Pusat data dan Informasi ANRI menyusun dan 
mengembangkan Sistem Penomoran Naskah Dinas 
(SIPANDA), Sistem Informasi Pengelolaan Arsip 
(SIPA) dan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
(SIKD).  
Pengelolaan arsip inaktif yang telah 
dilaksanakan oleh unit kearsipan MK  meliputi: 
a. Mengkoordinasikan pemindahan arsip inaktif 
dari unit pengolah ke unit kearsipan; 
b. Mengelola arsip inaktif yang telah dipindahkan 
oleh unit pengolah; 
c. Mendata dan menata arsip inaktif yang disimpan 
records center; 
d. Membuat daftar arsip inaktif sebagai sarana 
bantu temu kembali arsip inaktif 
e. Mengingatkan unit pengolah yang belum 
memindahkan arsip inaktifnya secara berkala 
f. Mengolah daftar arsip inaktif untuk disajikan 
menjadi daftar informasi publik kepada PPID. 
Selain itu, unit kearsipan MK juga bertanggung 
jawab dalam pelaksanaan pemusnahan arsip, 
penyerahan arsip statis serta alih media arsip secara 
berkala. 
  
Upaya Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan 
Kearsipan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka 
Meningkatkan Hasil Pengawasan Kearsipan 
 
Peningkatan kualitas penyelenggaraan 
kearsipan di Indonesia mendapatkan prioritas bagi 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
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Reformasi Birokrasi mensyaratkan kualitas 
penyelenggaraan kearsipan sebagai salah satu tolak 
ukur dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi 
pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Lembaga. 
Selanjutnya nilai indeks Reformasi Birokrasi 
menjadi ukuran dalam hal pemberian tunjangan 
kinerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah.  
Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019 
Penyelenggaraan Kearsipan pada Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia secara keseluruhan 
memperoleh nilai sebesar 89,34 (delapan puluh 
Sembilan koma tiga puluh empat) atau predikat 
“Baik”.  Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek 
adalah sebagai berikut : 
1. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-
undangan bidang kearsipan dalam penetapan 
kebijakan kearsipan mendapatkan nilai 90,38 
dengan predikat Baik 
2. Program Kearsipan mendapatkan nilai 100 
dengan predikat Sangat Baik 
3. Pengolahan Arsip Inaktif mendapatkan nilai 
87,50 dengan predikat Baik 
4. Penyusutan Arsip mendapatkan nilai 78,57 
dengan predikat Baik 
5. SDM Kearsipan mendapatkan nilai 97,83 dengan 
predikat Sangat Baik 
6. Kelembagaan mendapatkan nilai 81,67 dengan 
predikat Baik 
7. Prasarana dan Sarana mendapatkan nilai 90,00 
dengan predikat Baik.  
Hasil pengawasan pada Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dapat disimpulkan 
bahwa sudah berjalan dengan baik. Tiga penilaian 
tertinggi yaitu di bidang : pertama yaitu program 
kearsipan, kedua yaitu SDM Kearsipan dan ketiga 
yaitu Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang kearsipan.  
 Pencapaian nilai penyelenggaraan kearsipan 
berpredikat baik tentunya melalui upaya kebijakan 
dan strategi untuk mencapai penyelenggaraan 
kearsipan yang baik. Menurut Carl J. Federick 
(2008) dalam Taufiqurokhman (2014) 
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 
tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, 
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 
(kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan 
terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian 
Solichin Abdul Wahab dalam Taufiqurokhman 
(2014) memberikan beberapa pedoman dalam 
memehamai istilah kebijakan sebagai berikut : 
a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan; 
b. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat 
dibedakan dari administrasi; 
c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-
harapan; 
d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun 
adanya tindakan; 
e. kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang 
akan dicapai; 
f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran 
tertentu baik eksplisit maupun implisit; 
g. kebijakan muncul dari suatu proses yang 
berlangsung sepanjang waktu; 
h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang 
bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra 
organisasi; 
i. kebijakan publik meski tidak ekslusif 
menyangkut peran kunci lembaga-lembaga 
pemerintah;dan 
j. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan 
secara subyektif. 
Upaya-upaya Kebijakan dan Strategi 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 
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meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Kearsipan 
di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
 
1. Menyusun dan Menetapkan Kebijakan 
Penyelenggaraan Kearsipan 
 
Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia (MKRI) telah mengeluarkan beberapa 
kebijakan penyelenggaraan kearsipan ruang 
lingkup lingkungan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : 
1) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Tata Naskah Dinas Mahkamah 
Konstitusi; 
2) Peraturan Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Arsip Mahkamah 
Konstitusi; 
3) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 
Dinamis di Lingkungan Mahkamah 
Konstitusi; 
4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Jadwal Retensi Arsip Mahkamah Konstitusi. 
5) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penomoran Naskah Dinas di 
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi 
6) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 48 Tahun 2019 tentang 
Tata naskah Dinas Elektronik di lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi 
Dapat disimpulkan upaya pertama 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam 
melaksanakan penyelenggaraan kearsipan di 
lingkungannya adalah dengan menyusun dan 
menetapkan kebijakan empat instrument 
kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi 
Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses 
Arsip, dan Jadwal Retensi Arsip.  
 
2. Menyusun Manual Teknis Kearsipan 
 
Hasil wawancara informan strategi 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
(MKRI) dalam meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan kearsipan adalah menyusun 
manual teknis atau prosedur kearsipan yang 
merupakan turunan dari kebijakan 
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan 
MKRI. Manual kearsipan yang disusun oleh unit 
kearsipan Mahkamah Konstitusi seperti: 
a. Pemberkasan Arsip Aktif; 
b. Pengelolaan Arsip Aktif; 
c. PenataanArsip Inaktif; 
d. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip; 
e. Program Arsip Vital; 
f. Pengelolaan Arsip Media Baru; 
g. Pemberkasan, Pelaporan, dan Penyerahan 
h. Arsip Terjaga;  
i. Tata Cara Alih MediaArsip;  
j. AutentikasiArsip. 
k. Pemindahan Arsip; 
l. Pemusnahan Arsip;  
m. Penyerahan Arsip. 
 
3. Pembinaan Kearsipan Di Lingkungan 
Internal 
 
Pembinaan terhadap sistem pengelolaan 
arsip dengan mengacu kepada peraturan 
perundangan dan ketentuan yang berlaku. 
Pembinaan dilaksanakan secara periodik 
terhadap semua unit pengolah dalam bentuk 
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sosialisasi, bimbingan teknis apresiasi, 
konsultasi, serta fasilitasi, dan evaluasi. 
Menurut Mhiftah (2009) Pembinaan 
merupakan tindakan, proses, atau pernyataan 
menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu 
strategi yang unik dari suatu sistem 
pembaharuan dan perubahan (change). 
Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang 
normatif, yakni menjelaskan bagaimana 
perubahan dan pembaharuan yang terenca 
dengan baik serta pelaksanaannya. Pembinaan 
berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi 
dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang 
dilakukan tanpa mengenal berhenti.  
Pengertian kearsipan menurut Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan Bab I Pasal 1, kearsipan adalah hal-
hal yang berkenaan dengan arsip. Menurut 
Odgers (2005) kearsipan adalah manajemen 
arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan, 
dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam 
bentuk kertas maupun media. 
Arti kata pembinaan menurut Kamus 
Besar Bahas Indonesia adalah usaha, tindakan, 
dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan 
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik  
Tujuan dari kegiatan pembinaan 
kearsipan tersebut: 
a. untuk menjamin bahwa arsip yang dikelola 
setiap unit pengolah sesuai aturan yang 
telah dietetapkan Mahkamah Konstitusi; 
b. untuk menjamin pemeliharaan dan 
penyelamatan arsip sebagai bukti 
akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi; 
c. untuk menjamin pelaksanaan pemindahan 
arsip inaktif dari unit pengolah ke pusat 
arsip (records center) secara 
berkesinambungan. 
 Pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh 
unit kearsipan MKRI meliputi: 
a. Sistem pengelolaan arsip 
b. Prasarana dan sarana 
c. Sumber Daya Manusia (SDM) Kerasipan. 
Kegiatan pembinaan kearsipan yang 
dilakukan dari unit kearsipan kepada unit 
pengolah di MKRI merupakan salah satu upaya 
yang sangat penting untuk menambah wawasan, 
pengetahuan, dan keterampilan dalam kegiatan 
kearsipan bagi SDM Kearsipan. Dengan adanya 
kegiatan pembinaan dalam bidang kearsipan ini 
diharapkan SDM Kearsipan dapat lebih 
memahami tata cara, prosedur, dan metode 
pengelolaan arsip yang baik dan benar.  
Pembinaan yang dilakukan oleh unit 
kearsipan kepada unit pengolah di lingkungan 
MKRI meliputi: 
1) Sosialisasi Kearsipan 
Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) sosialisasi adalah upaya 
memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi 
dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. 
Adapun definisinya secara umum 
adalah  suatu proses dimana peserta dapat 
belajar melalui interaksi dengan orang lain 
tentang cara berpikir, merasakan, dan 
bertindak dimana kesemuanya itu merupakan 
hal-hal yang sangat penting dalam 
menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. 
Pengertian sosialisasi menurut Perka ANRI 
No. 23 Tahun 2012 adalah mekanisme untuk 
memberikan pemahaman kepada audiens 
dengan media yang digunakan dapat berupa 
forum diskusi, melalui media tayang materi 
kearsipan (video, film, dll), atau melalui 
media masa.Secara umum tujuan sosialisasi 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan bagi peserta agar mampu 
mengelola kearsipan secara efektif dan 
efisien dalam lingkungan unit kerja masing-
masing serta meningkatkan mutu 
penyelenggaraan kearsipan melalui 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
sehingga arsip sebagai informasi dapat 
memberikan kontribusi terhadap terwujudnya 
penyelenggaraan kearsipan. 
2) Bimbingan Teknis Kearsipan 
Bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan 
yang ditujukan untuk memberikan bantuan 
atau fasilitasi yang  biasa berupa tuntunan, 
masukan, saran untuk menyelesaikan suatu 
masalah atau persoalan yang dihadapi oleh 
unit kerja atau pengolah untuk 
menyelesaikan  persoalan/masalah kearsipan 
yang bersifat teknis. Dengan diberikannya 
bimbingan teknis tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
dan wawasan SDM Kearsipan untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi baik 
secara individu maupun institusi terkait 
dalam pengelolaan arsip sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sehingga kinerja kearsipan dapat 
ditingkatkan. 
 
4. Pengelolaan Arsip Dinamis 
 
Pengelolaan arsip dinamis berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan adalah proses pengendalian arsip 
dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis 
meliputi penciptaan, penggunaan dan 
pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Penciptaan 
arsip, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan yang meliputi 
kegiatan pembuatan arsip dan penerimaan arsip. 
Pembuatan dan penerimaan arsip tersebut 
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, 
klasifikasi arsip, serta sistem keamanan dan 
akses arsip. 
Pengertian pengelolaan arsip menurut 
SNI 8642:2018 ISO 15489-1:2016, Informasi 
dan dokumentasi – Pengelolaan arsip – Bagian 
1: Konsep dan prinsip, menjelaskan bahwa 
standar ini menetapkan konsep dan prinsip 
utama untuk penciptaan, penangkapan (capture) 
dan pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dalam 
standar ini  meliputi kegiatan: 
a. menciptakan dan menangkap arsip yang 
memenuhi syarat sebagai bukti kegiatan 
pekerjaan; dan 
b. mengambil tindakan yang sesuai untuk 
melindungi keautentikan, keandalan, 
keutuhan dan ketergunaan arsip sebagai 
informasi pekerjaan dan syarat untuk 
menghadapi perubahan dalam pengelolaan 
arsip sepanjang waktu. 
Beberapa prinsip diberikan untuk 
pengelolaan arsip, sebagaimana dijabarkan 
dalam Standar Internasional tentang Pengelolaan 
Arsip Dinamis (ISO 15489-2016: 3), sebagai 
berikut: 
a. Penciptaan, pengkapturan, dan pengelolaan 
arsip dinamis merupakan bagian integral dari 
pelaksanaan bisnis, dalam konteks apa pun. 
b. Arsip, dalam format dan struktur apa pun, 
adalah bukti sah dari bisnis apabila arsip 
memiliki karakteristik autentikasi, 
realibilitas, integritas, dan kegunaan. 
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c. Arsip terdiri atas konten dan metadata, yang 
mendefinisikan konteks, konten, dan struktur 
arsip, serta pengelolaannya melalui waktu. 
d. Keputusan mengenai penciptaan, 
pengkapturan, dan pengelolaan arsip 
didasarkan pada analisis dan penilaian risiko 
aktivitas bisnis, dalam konteks bisnis, 
hukum, dan regulasi, serta sosialnya. 
Sistem untuk pengelolaan arsip, apapun 
tingkat otomasinya, memungkinkan penerapan 
kontrol arsip dan penerapannya untuk 
penciptaan, pengkapturan, dan pengelolaan 
arsip. Sistem ini bergantung pada kebijakan yang 
ditetapkan, tanggung jawab, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelatihan dalam rangka memenuhi 
ketentuan kearsipan yang diidentifikasi. 
Pengelolaan dan penataan arsip aktif 
menghasilkan tertatanya fisik, informasi arsip 
serta tersusunnya daftar arsip aktif sehingga 
memudahkan penemuan atau pencarian kembali 
arsip yang dibutuhkan. Langkah yang perlu 
dilakukan dalam pengelolaan dan penataan arsip 
yaitu pemberkasan arsip aktif dan menghasilkan 
daftar arsip aktif. 
Daftar arsip aktif yang ada di masing-
masing unit pengolah, diolah informasinya oleh 
unit kearsipan untuk disajikan menjadi daftar 
informasi publik  untuk disajikan di Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 
 Arsip aktif yang tercipta di MKRI terbagi 
menjadi dua jenis. Pertama arsip peradilan yang 
merupakan arsip terkait pengujian peraturan 
perundang-undangan dan penyelesaian sengketa 
yang mengatur tentang pemilihan presiden dan 
kepala daerah. Kedua, arsip umum yaitu arsip 
yang tercipta di MKRI di luar perkara yang 
merupakan arsip fasilitatif atau penunjang 
kelembagaan. Arsip yang tercipta dari 
pelaksanaan tugas dan fungi tersebut volumenya 
sangat banyak sehingga pengelolaan arsip 
menjadi perhatian pimpinan MKRI. Hal ini 
dikarenakan arsip yang tercipta merupakan 
sumber informasi, memori organisasi, serta 
bahan bukti pelaksanaan kegiatan. 
 Adapun program Unit Kearsipan pada 
tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yaitu sebagai 
berikut : 
Tahun 2017 :  
a. pelatihan SIKD;  
b. Pelatihan penggunaan SIPANDA;  
c. Pembinaan Pemindahan  arsip Unit Kerja; 
d. pembinaan pengelolaan arsip PHP Kada, 
e. pendampingan pengelolaan arsip unit kerja. 
Tahun 2018 : 
a. Rakor implementasi SIPANDA;  
b. pembinaan pemindahan arsip unit kerja; 
c. pendampingan penataan arsip PHP; 
d. pembinaan penilaian arsip dalam rangka 
digitalisasi; 
e. pendampingan arsip unit kerja 
Tahun 2019 :   
a. pembinaaan penataan arsip Perselisihan Hasil 
Pemilihan  Umum Legislatif 2019 bagi 
Panitera Pengganti dan pendampingnya;  
b. pembinaan pengelolaan arsip Pemilu Pilpres 
2019;  
c. Pembinaan dan Evaluasi SIKD.’ 
tahun 2020 : 
a. Pembinaan dan Evaluasi SIKD dan 
pengelolaan arsip unit kerja 
b. pembinaan pemindahan arsip ke unit kerja 
 
5. Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi 
Informasi 
 
Salah satu strategi unggulan 
penyelenggaraan kearsipan di MKRI yaitu 
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percepatan pengelolaan arsip menggunakan 
Teknologi Informasi. Tujuan penggunaan 
teknologi dan informasi yaitu memudahkan 
pengelolaan arsip sebagai sumber informasi, 
mempercepat penemuan kembali arsip dan 
mengefektifkan pekerjaan kearsipan. Dalam hal 
ini unit kearsipan bekerja sama dengan tim IT 
dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).  
Pengelolaan Arsip di lingkungan MKRI 
terintegrasi dengan pengembangan konsep E-
Government.  Sebelumnya telah dijelaskan 
bahwa arsip di lingkungan MKRI terbagi 
menjadi dua jenis yakni arsip peradilan dan arsip 
umum. Atas dasar pembagian tersebut MKRI 
membangun sistem informasi yang terdiri 
Administrasi Umum dan Administrasi Peradilan. 
Administrasi Umum terdiri dari beberapa Sistem 











Sistem Informasi dari Administrasi 
Umum dan Administrasi Peradilan terintegrasi 
ke dalam Sistem Kearsipan yakni Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem 
Penomoran Naskah Dinas (SIPANDA), Sistem 
Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA).  Sistem 
Informasi diatas tersebut diatur dalam Peraturan 
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia yaitu : 
1) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Penggunaan Sistem Informasi Keasipan 
Dinamis (SIKD) di Lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi; 
2) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan 
Dinamis (SIKD) di Lingkungan 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jendeal 
Mahkamah Konstitusi; 
3) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 8.1 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik di 
Lingkungan Mahkamah Konstitusi. 
4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 
Konstitusi Nomor 51 Tahun 2019 tentang  
Penggunaan E-Minutasi Berkas Perkara 
Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 
Dalam rangka menunjang implementasi 
Pengelolaan Arsip berbasis Teknologi dan 
Informasi MKRI mengeluarkan upaya 
pengelolaan surat dengan cara : 
1) Semua berkas kertas harus digitalisasikan; 
2) implementasi sertifikat tanda tangan 
elektronik; 
3) pengolahan arsip menggunakan apilikasi 
SIKD; 
4) surat menyurat bagi parah pihak dan 
khalayak disarankan menggunakan e-mail 
atau berformat digital; 
5) semua berkas (surat dinas Kepaniteran dan 
Sekretariat Jenderal)) harus dalam format 
digital dan diarsipkan; 
6) berkas yang sudah diterima dan dibaca 
dianggap sudah dipahami, serta sebagai 
pengganti paraf dan tanda tangan; 
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7) aplikasi SIKD harus selalu dikembangkan 




Penyelenggaraan Kearsipan pada Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) pada tahun 
2019 mendapatkan predikat Baik dengan nilai 89,34 
(Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Empat). 
Rincian nilai tersebut terdiri dari Ketaatan terhadap 
peraturan Perundang-undangan bidang kearsipan 
dalam penetapan kebijakan kearsipan mendapatkan 
nilai 90,38 dengan predikat Baik, Program 
Kearsipan mendapatkan nilai 100 dengan predikat 
Sangat Baik, Pengolahan Arsip Inaktif mendapatkan 
nilai 87,50 dengan predikat Baik, Penyusutan Arsip 
mendapatkan nilai 78,57 dengan predikat Baik, 
SDM Kearsipan mendapatkan nilai 97,83 dengan 
predikat Sangat Baik, Kelembagaan mendapatkan 
nilai 81,67 dengan predikat Baik, Prasarana dan 
Sarana mendapatkan nilai 90,00 dengan predikat 
Baik.  
Keberhasilan pencapaian kualitas 
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan MKRI 
tidak terlepas dari upaya kebijakan dan strategi yang 
dilaksanakan. Upaya kebijakan dan strategi tersebut 
yaitu, sebagai berikut : 
1. Upaya menyusun dan menetapkan Kebijakan 
Penyelenggaraan Kearsipan; 
2. Upaya meyusun dan menetapkan manual teknis 
kearsipan; 
3. Upaya Pengelolaan Arsip Dinamis; dan 
4. Upaya Pengelolaan Arsip berbasis Teknologi 
Informasi.  
Disamping upaya kebijakan dan strategi di atas, 
peningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan 
harus didukung oleh Pimpinan Lembaga dan 




Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan pada 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus 
tetap dipertahankan bahkan perlu peningkatan. Pada 
penilaian pengawasan kearsipan yang menjadi 
catatan untuk Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia yaitu terkait aspek penyusutan arsip dan 
pengelolaan arsip inaktif. Kedua aspek tersebut 
perlu menjadi catatan khusus untuk meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan kearsipan menjadi 
predikat sangat baik.  
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